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Abstract The purpose of this conceptual study is to formulate a quality management model for port services
at Terminals for Own Interest (TUKS), focusing on regulatory compliance aspects, based on an in-depth
analysis of the Cooperation Agreements (PKS) between the Port Authority and Harbour Master’s Office
(KSOP) Class II/111 Pekanbaru and various TUKS operators. TUKS is a crucial element in the national
logistics chain, whose operations are highly dependent on the legal framework stipulated in the PKS,
covering aspects of maritime safety, security, and environmental protection (Angkasa & Darmawan, 2024).
The method used is qualitative document analysis (PKS) to identify primary quality variables: Regulatory
Compliance and Partnership Sustainability. The analysis results show that the PKS serves as a quality
instrument that obligates TUKS operators to meet minimum operational standards. The proposed model is
the "Compliance-Driven Quality Management (CDQM)" which places the fulfillment of rights and
obligations within the PKS as the primary indicator of quality performance. CDQM emphasizes (1)
Requirement Alignment (PKS, Laws, PM), (2) Quality Processes based on PKS Milestones, and (3) Quality
Review Mechanisms (Addendum/Dispute Resolution Clauses) (Hidayat et al., 2025). The implementation
of this model is expected to improve TUKS operational efficiency and ensure maritime safety and security
in port waters.

Keywords: Quality Management, Terminal for Own Interest (TUKS), KSOP, Regulatory Compliance,
Cooperation Agreement.

Abstrak. Tujuan dari penelitian konseptual ini adalah untuk merumuskan model manajemen mutu
pelayanan kepelabuhanan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan fokus pada aspek
kepatuhan regulasi, berdasarkan analisis mendalam terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 11/111 Pekanbaru dengan berbagai operator TUKS.
TUKS merupakan elemen krusial dalam rantai logistik nasional, yang operasionalnya sangat bergantung
pada kerangka hukum yang diatur dalam PKS, mencakup aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan
lingkungan maritim (Angkasa & Darmawan, 2024). Metode yang digunakan adalah analisis dokumen
(PKS) kualitatif untuk mengidentifikasi variabel mutu utama, yaitu Kepatuhan Regulatori (Regulatory
Compliance) dan Keberlanjutan Kemitraan (Partnership Sustainability). Hasil analisis menunjukkan
bahwa PKS berfungsi sebagai instrumen mutu yang mewajibkan operator TUKS memenuhi standar
operasional minimal. Model yang diajukan adalah "Compliance-Driven Quality Management (CDQM)"
yang menempatkan pemenuhan hak dan kewajiban dalam PKS sebagai indikator primer kinerja mutu.
CDQM menekankan pada (1) Keselarasan Persyaratan (PKS, UU, PM), (2) Proses Mutu Berbasis Milestone
PKS, dan (3) Mekanisme Review Mutu (Addendum/Klausul Penyelesaian Sengketa) (Hidayat et al., 2025).
Implementasi model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional TUKS serta menjamin
keselamatan dan keamanan maritim di perairan pelabuhan

Kata Kunci:: Manajemen Mutu, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), KSOP, Kepatuhan
Regulatori, Perjanjian Kerjasama (PKS)..
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1. LATAR BELAKANG

Sektor maritim dan kepelabuhanan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia.
Dalam struktur kepelabuhanan, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) memegang
peran strategis sebagai fasilitas penunjang kegiatan utama perusahaan industri,
perkebunan, atau pertambangan. Keberadaan dan operasional TUKS, seperti yang
tercermin dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KSOP Pekanbaru dan
berbagai entitas usaha, mensyaratkan adanya kerangka kerja yang ketat untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran (PM 52 TAHUN 2021 TENTANG TERSUS DAN
TUKS, 2021).

Dokumen-dokumen PKS yang menjadi objek kajian ini secara fundamental
mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak: PIHAK PERTAMA (KSOP) sebagai
regulator dan pengelola perairan, serta PIHAK KEDUA (Operator TUKS) sebagai
pengguna perairan. Inti dari setiap PKS adalah penetapan standar minimal pelayanan dan
operasional dalam penggunaan perairan. Kerangka ini secara implisit merupakan dasar
dari Sistem Manajemen Mutu (SMM) di tingkat operasional TUKS, di mana mutu
didefinisikan sebagai kepatuhan total terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam PKS
dan regulasi turunannya (Patmiko & Andriani, 2023).

Meskipun PKS telah mengatur secara detail mengenai tata kelola penggunaan
perairan, tantangan utama dalam praktik adalah memastikan konsistensi mutu pelayanan
yang sejalan dengan standar regulasi, bukan hanya mutu yang berorientasi pada kepuasan
pelanggan internal (perusahaan pemilik TUKS). Oleh karena itu, diperlukan suatu model
manajemen mutu yang secara spesifik menjembatani antara kewajiban regulasi (tertuang
dalam PKS) dengan kinerja operasional TUKS.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis elemen-elemen kunci dalam Perjanjian
Kerjasama (PKS) KSOP-TUKS yang relevan dengan aspek manajemen mutu.
Merumuskan model konseptual Compliance-Driven Quality Management (CDQM)

sebagai kerangka kerja manajemen mutu dalam operasional TUKS.

2. KAJIAN TEORITIS
a. Konsep Manajemen Mutu di Sektor Maritim
Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management - TQM) dalam konteks

kepelabuhanan adalah filosofi manajemen yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan
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untuk memenuhi atau melampaui harapan stakeholders (Ungureanu et al., 2023). Dalam
sektor maritim, konsep mutu seringkali beririsan dengan standar keselamatan dan
keamanan internasional, seperti ISM Code dan ISPS Code.

Kualitas pelayanan di pelabuhan tidak hanya mencakup kecepatan bongkar muat,
tetapi juga ketepatan waktu, kehandalan, jaminan keselamatan (safety), dan kepatuhan
hukum (compliance) (Nguyen et al., 2022). Kepatuhan hukum di sini menjadi dimensi
mutu yang sangat penting, terutama pada fasilitas khusus seperti TUKS (Harry
Priambodo et al., 2024). Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015
di lingkungan pelabuhan juga semakin menjadi tolok ukur utama untuk jaminan kualitas
proses (Chlomoudis et al., 2024).

b. Regulasi dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

TUKS didefinisikan sebagai terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja
pelabuhan dan berfungsi menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan. Operasional
TUKS berada di bawah pengawasan ketat dari KSOP sebagai wakil pemerintah di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran (PM 52 TAHUN 2021 TENTANG TERSUS DAN
TUKS, 2021).

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KSOP dan operator TUKS adalah manifestasi
dari delegasi wewenang penggunaan perairan yang harus dikelola secara profesional.
Aspek hukum dari PKS memastikan kerangka kerja yang jelas dan mengikat, terutama
terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan (HK.
103/4/16/DJPL-18 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan Dan
Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jendral
Perhubungan Laut, 2018).

PKS secara spesifik mengatur:

1) Jangka Waktu: Durasi perjanjian (misalnya 2025-2030, 2024-2028), menunjukkan
perlunya perencanaan mutu jangka panjang.

2) Hak dan Kewajiban: Mencakup penyediaan fasilitas navigasi, kewajiban pelaporan,

dan tanggung jawab kerusakan.

3) Penyelesaian Perselisinan: Mekanisme mutu terakhir ketika terjadi kegagalan
(Musyawarah atau Pengadilan Negeri/Arbitrase).
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Addendum dan Ketentuan Peralihan: Mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan
untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi (sebastian umbu pandaung et al.,
2023).

Dengan demikian, PKS bukan sekadar dokumen legal, tetapi merupakan cetak

biru mutu minimal yang harus dipenuhi oleh TUKS.

3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis

dokumen (content analysis) terhadap sembilan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)

yang telah diunggah oleh pengguna.

a.

1)

2)

1)

2)

255

Data dan Sumber Data

Sumber Data Primer: Perjanjian Kerjasama (PKS) penggunaan perairan di TUKS
antara KSOP Pekanbaru (Pihak Pertama) dan berbagai Perusahaan (Pihak Kedua),
meliputi dokumen dari PT ARA, PT PANCA EKA, PT PN IV, PT PLN NP, PT KRS,
PT BTA, PT EKA DURA, PT RAPP, PT PERTAMINA EP, dan PT MUSIM MAS
(KSOP PEKANBARU, 2022, 2024a, 2025c, 2025b, 2024e, 2024d, 2024b, 2024c,
2024f, 2025a, 2025e, 2025d).

Sumber Data Sekunder: Jurnal ilmiah bereputasi (Scopus dan SINTA) terkait
manajemen mutu, TQM, logistik maritim, dan operasi pelabuhan/TUKS dalam
rentang waktu 2021-2025.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan:

Reduksi Data: Mengidentifikasi dan mengisolasi klausul-klausul kunci dalam PKS
yang berkaitan langsung dengan mutu operasional, hak, kewajiban, dan sanksi
(misalnya Pasal tentang Jangka Waktu, Kewajiban Operator, Keadaan Kahar, dan

Penyelesaian Perselisihan).

Penyajian Data: Mengelompokkan klausul-klausul tersebut ke dalam dimensi-
dimensi Manajemen Mutu (misalnya Customer Focus, Process Approach, Continual

Improvement).
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Merumuskan model konseptual

3) Penarikan Kesimpulan (Perumusan Model):
Compliance-Driven Quality Management (CDQM) yang mengaitkan kepatuhan PKS

dengan peningkatan mutu kinerja TUKS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap PKS mengungkapkan bahwa kerangka kerja manajemen mutu
TUKS didominasi oleh dimensi Kepatuhan Regulatori. Setiap klausul kewajiban operator
TUKS (Pihak Kedua) merepresentasikan standar mutu pelayanan minimal yang

ditetapkan oleh regulator (Pihak Pertama/KSOP).
a. ldentifikasi Dimensi Mutu dalam PKS KSOP-TUKS

Tabel 1. Dimensi Mutu

Dimensi Mutu
(TQM/SMM)

Klausul Kunci dalam
PKS

Keterkaitan Mutu

Fokus Pelanggan/Pihak
Berkepentingan
(Customer Focus)

Definisi Hak dan
Kewajiban Pihak
Pertama (KSOP) dan
Pihak Kedua (TUKS
Operator).

Mutu pelayanan adalah
terpenuhinya hak KSOP (Misal:
kewajiban membayar dan
melaporkan kegiatan) dan hak
Operator (Misal: hak
menggunakan perairan).

Pendekatan Proses
(Process Approach)

Pasal tentang Jangka
Waktu, Tata Cara
Pembayaran, dan Jenis
Kegiatan Operasional.

Mutu operasional dinilai dari
kepatuhan terhadap prosedur dan
batasan yang disepakati (misalnya
durasi yang jelas 2025-2030, 2024-
2028).
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Keterlibatan Pihak
(Kemitraan)
(Engagement)

Pasal Larangan
Pengalihan dan Pasal
Addendum.

Mutu kemitraan dijaga dengan
tidak mengalihkan perjanjian
sepihak dan memerlukan
persetujuan bersama untuk
perubahan (HK. 103/4/16/DJPL-18
Tentang Tata Cara Penerimaan,
Penyetoran, Penggunaan Dan
Pelaporan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Direktorat Jendral Perhubungan
Laut, 2018).

Peningkatan
Berkelanjutan (Continual
Improvement)

Pasal 17/18: Addendum
dan Ketentuan Peralihan
(Force Majeure /
Perubahan Peraturan).

Mutu harus beradaptasi terhadap
perubahan hukum (misalnya jika
terjadi perubahan UU, PKS harus
disesuaikan), menjamin mutu yang
up-to-date secara regulasi
(sebastian umbu pandaung et al.,
2023).

~JSTM VOLUME 26, NO. 2, BULAN MARET 2026




b.

e-ISSN: 2623-2030; p-ISSN: 1412-6826, Hal 252-260

Perumusan Model Compliance-Driven Quality Management (CDQM)

Berdasarkan analisis di atas, model Manajemen Mutu yang paling relevan untuk

operasional TUKS di bawah pengawasan KSOP adalah Compliance-Driven Quality

Management (CDQM). Model ini menyatakan bahwa keberhasilan mutu pelayanan

TUKS ditentukan oleh tingkat kepatuhan operator terhadap persyaratan hukum, yang

secara spesifik termanifestasi dalam butir-butir PKS yang disepakati.

1)

2)

3)

4)

Struktur Model CDQM:

Input Mutu (Persyaratan Regulatori): Kerangka hukum nasional (UU Pelayaran,

Permenhub) dan PKS (dokumen teknis persetujuan).

o Klausul PKS: Kewajiban menjaga keselamatan, keamanan, dan lingkungan

maritim.
Proses Mutu (Operasionalisasi Kepatuhan): Proses kerja harian TUKS.

o Klausul PKS: Kewajiban Laporan (Frekuensi Pelaporan) dan Kewajiban
Pembayaran (Aspek Non-Compliance Keuangan). Mutu terwujud ketika laporan
akurat dan kewajiban finansial terpenuhi tepat waktu. Pendekatan proses ini
sejalan dengan kerangka SMM modern.

Output Mutu (Kinerja Layanan): Terwujudnya keselamatan maritim (nol insiden),
keamanan pelayaran (pemenuhan ISPS Code/pengawasan KSOP), dan kelancaran

arus barang.

o Klausul PKS: Persetujuan Penggunaan Perairan (Hak KSOP) yang secara implisit
menjamin keamanan pelayaran bagi TUKS. Peningkatan Kkinerja secara

keseluruhan juga sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan.

Mekanisme Feedback Mutu (Koreksi dan Peningkatan): Mekanisme PKS yang

digunakan untuk mengatasi penyimpangan.

o Klausul PKS: Pasal Penyelesaian Perselisihan dan Pasal Addendum. Peran KSOP

dalam pengawasan dan pemberian sanksi adalah esensi dari mekanisme mutu ini.
Implikasi CDQM terhadap Peningkatan Kinerja TUKS

Penerapan CDQM memberikan keunggulan kompetitif bagi TUKS, terutama dalam

hal kelancaran perizinan dan pengawasan:
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1) Sistematisasi Audit: PKS menyediakan kerangka audit internal dan eksternal yang
jelas. Audit kepatuhan terhadap PKS (misalnya frekuensi pelaporan, pemenuhan
prasarana navigasi) secara langsung mengukur mutu, sesuai dengan prinsip audit
SMM

2) Mitigasi Risiko Hukum dan Operasional: Dengan merangkul PKS sebagai standar
mutu, TUKS secara proaktif mengurangi risiko sanksi hukum atau pemutusan
perjanjian. Kepatuhan regulasi yang diatur PKS adalah bentuk manajemen risiko

mutu yang paling efektif.

3) Keberlanjutan Usaha: Klausul mengenai penyesuaian regulasi (Pasal Ketentuan
Peralihan) menjamin bahwa SMM pada TUKS bersifat adaptif, bukan statis. Hal ini

mendukung keberlanjutan kemitraan dan operasional jangka panjang (2025-2030).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen mutu pelayanan kepelabuhanan di Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di wilayah kerja KSOP Pekanbaru sangat terikat pada kerangka regulasi
yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). PKS berfungsi sebagai dokumen standar
mutu minimal yang berfokus pada dimensi Kepatuhan Regulatori.

Model Compliance-Driven Quality Management (CDQM) yang diusulkan dalam
penelitian ini memberikan kerangka kerja konseptual yang menempatkan pemenuhan hak
dan kewajiban yang tertuang dalam PKS sebagai indikator utama dari kinerja mutu.
Dengan demikian, peningkatan mutu layanan TUKS dicapai melalui penjaminan
kepatuhan yang ketat terhadap setiap pasal dalam PKS, termasuk mekanisme review
melalui Addendum dan resolusi konflik melalui Penyelesaian Perselisihan. Implementasi
CDQM menjamin efisiensi operasional sekaligus menjaga keselamatan, keamanan, dan
kepatuhan maritim, yang merupakan inti dari pelayanan publik oleh KSOP.

Saran dalam penelitian ini yaitu dianjurkan untuk melakukan penelitian empiris
lebih lanjut untuk mengukur korelasi antara tingkat kepatuhan TUKS terhadap PKS
dengan indikator Kkinerja operasional (waktu sandar, dwelling time) dan indikator
keselamatan (jumlah insiden). KSOP Pekanbaru disarankan untuk mengembangkan
dashboard mutu berbasis PKS yang dapat memvisualisasikan tingkat kepatuhan operator
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TUKS secara real-time sebagai alat bantu pengawasan, sejalan dengan adopsi teknologi

dalam manajemen maritim.
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